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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Rara Nofsah Hr 

Nim   : 202010110311448 

Judul   : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA   

  PEMALSUAN DOKUMEN DALAM NOMOR LAPORAN  

  POLISI : LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES  

  MALANG/POLDA JATIM BERDASARKAN KEADILAN 

 

Pembimbing  : 1. Sholahuddin Al-Fatih, SH., MH 

    2. Yudi Hardiansyah, SH 

 

 Tindak pidana pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu ini terus 

berkembang hingga sekarang baik dilakukan oleh diri sendiri secara langsung 

maupun oleh orang lain yang bisa berakibatkan kepada setiap orang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian pada perkara tindak 

pidana pemalsuan dokumen dalam Nomor Laporan Polisi : LP- 

B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES MALANG/POLDA JATIM. Yang 

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan 

metode pendekatan socio legal, menggunakan jenis data primer dan sekunder serta 

menggunakan teknik penggumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dari 

sumber lain seperti buku, jurnal, dan peraturan perundangan. Penulisan ini 

merupakan hasil pengamatan penulis selama mengikuti penyidikan mulai dari 

pendampingan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga pelimpahan perkara 

ke Kejaksaan. Penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak 

Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai larangan penyidik dalam proses 

penyidikan  dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai pengembalian 

dan penerimaan berkas yang diajukan oleh penyidik. Yang dalam penelitian ini 

penulis menyarankan baik kepada masyarakat maupun kepada kepolisian terkhusus 

penyidik untuk lebih teliti dalam pengurusan atau pengajuan berkas-berkas. 

 

Kata kunci : Tersangka; Pemalsuan; Keadilan 
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Abstract 

The criminal act of forgery of documents and/or the use of false documents continues 

to evolve until now, whether carried out directly by individuals themselves or by 

others, which can have consequences for anyone. The purpose of this research is to 

understand the implementation process of resolving cases of document forgery under 

Police Report Number: LP-B/345/IX/2022/RESKRIM/SPKT/POLRES 

MALANG/POLDA JATIM. This research employs a juridical-empirical legal 

research method with a socio-legal approach, using both primary and secondary 

data, and utilizing data collection techniques through observation, interviews, and 

other sources such as books, journals, and regulations. This writing is the result of 

the author's observations during participation in the investigation, starting from 

assisting the process of Examination Report (Berita Acara Pemeriksaan or BAP) to 

the transfer of the case to the Prosecutor's Office. This research is based on the 

Chief of the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2009 regarding the 

Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of 

the Duties of the Indonesian National Police, Article 13 paragraph (1) which 

regulates the prohibition for investigators in the investigation process, and Article 

138 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) which regulates the 

return and acceptance of files submitted by investigators. In this study, the author 

suggests to both the public and the police, especially investigators, to be more 

careful in the processing or submission of documents. 
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